
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR II.2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BI,.IPATI MUSI RAWAS NOMOR 37
TAHUN 2015 TEIfTANG TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH XABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbsng : a, bahwa dplpm rangka mendulung pemenuhan

Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (KKN), pcrlu ditakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37

Tahun 2OI5 t€ntang Tambalnlr Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

b,bahwa berdasarkan pertimbangan sebag'irne'ra
tlirns[ssd dalam huruf a, trrrhr menetapkan Peratwan

Bupati tentang Perubahan Atas Feraturan Bupati Musi

Rawas Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tambahan

Penghasilau Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungian Pemerintatt KabupaGn Musi

Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Thgkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lmb€ran Neaara RI

Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (I,€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggung Jawab

Keuangan Negara (l-embaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lrmbaraa Negara Republik

Indonesia Tahun 2Q14 Nomor 244, Tarnbahan l€mbaran
Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengar Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarrg Pemerintahan

Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O15 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaa-n Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Pegawai Negeri.

6.

7.



MEMTIIUSKAN:

MenetapKaN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 37 TAHUN

2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN CAION PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERII{TAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal t

Beberapa ketenhran dalam Peraturan Bupati Nomor 37

Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 37), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 6.{ sehingga berbunyi sebagai berikut

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon

Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib

menyampa.ikan laporan Harta Kekayaan

Pen3relenggara Negara (L,HKPN) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Perangkat Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil dan

Calon Pegawai Negeri Sipil bertugas wajib

menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah

(LBMD) secara berkala; dan

c. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri

Sipil yang mengbilangkan barang milik daerah wajib

menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Kerugian (TPItiR) sesuai ketentuan

Peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dcngaa

penempatannya dalaa Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Dit€tapkan di Muara Beliti

r€ldatarrggalro Wg* 2Ol9

Dir,rndangkan di Muara Beliti

pada tanggalrA P66n* 2919

SEKRETARIS DAERAH,

PRISKODESI

BERITA DAERATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI9 NOMOR.!.Iz

PA^rg!F <OOR!INAS-l
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